Menimbang

Mengingat

SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN, PENERIMAAN
DAN PEMBAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS

PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan
ayat (5), Pasal 9 ayat (9), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (4),
Pasal 12 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 13 ayat (6) dan Pasal 15
ayat (3) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor
2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penerimaan dan
Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan, Penerimaan dan Pembagian Dana Otonomi
Khusus Provinsi Papua Barat;

1.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian
Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota
Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor 018 /PUU-1/2003;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang

1



10.

11.

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
2



Menetapkan
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13

14.

15.

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2017
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148);

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 2
Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penerimaan
Dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua
Barat {(Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun
2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Papua Barat Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN, PENERIMAAN DAN PEMBAGIAN DANA

OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.

3. Gubernur Papua Barat, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah
dan Kepala Pemerintahan yang bertanggungjawab penuh menyelenggarakan
pemerintahan di Provinsi Papua Barat dan sebagai wakil Pemerintah di
Provinsi Papua Barat.



10.

11.

12,

13.

14.

13.

Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disingkat DPRPB
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Majelis Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disingkat MRPB, adalah
representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu
dalam rangka perlindungan hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada
penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan
pemantapan kerukunan hidup beragama.

Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Papua Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota, selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan
kepada Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan
hak dasar orang asli papua.

Dana Otonomi Khusus adalah penerimaan khusus dalam rangka
pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarannya setara dengan 2% (dua
persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus
Papua dan Papua Barat yang selanjutnya disingkat DTI adalah dana
tambahan yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR
berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama
ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Bantuan keagamaan adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada
denominasi keagamaan untuk pembinaan umat dalam rangka otonomi
khusus di Provinsi Papua Barat.

Bantuan program bersama adalah bantuan keuangan antara Provinsi dan
Kabupaten/Kota dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan yang
dibiayai bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/
Kota.

Orang Asli Papua selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari
rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku asli di Provinsi Papua dan/atau
orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua Barat oleh
masyarakat adat Papua Barat.

Keadaan kahar (force majeure) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar
kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan
tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang termasuk kategori
keadaan kahar adalah peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam,
pemogokan, kebakaran dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh
pejabat/instansi yang berwenang.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan
BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan
mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan Daerah.



16.

17.

18.
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20.

21.

22.

23.

24.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih
Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau
beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya
manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau
kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai
masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh
Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank
yvang ditetapkan.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu)
periode anggaran.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Urusan Pemerintahan Daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah
yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus, yang selanjutnya
disebut Musrenbang Otsus, adalah forum antar pemangku kepentingan
dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah dalam kerangka
Otonomi Khusus.

Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen rencana yang
membuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran
pembangunan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

SR a0 o

Prosentase Peruntukan Dana,;

Perencanaan;

Penyaluran dan Penatausahaan;

Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan;
Pelabelan Kegiatan;

Tata Cara Pergeseran dan Perubahan Program dan Kegiatan;
Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.



(1)

BAB II
PROSENTASE PERUNTUKKAN DANA

Pasal 3

Pembagian Dana Otonomi Khusus antara Provinsi dan Kabupaten/Kota
dilakukan setelah dikurangi untuk pembiayaan:

a. Bantuan Keagamaan,

b. Bantuan PROSPPEK peningkatan kesejahteraan bagi OAP;

c. Bantuan Program Bersama,

d. Adat dan Pemberdayaan Perempuan/Pengembangan Kebudayaan;
e. Lembaga yang diamanatkan Undang-Undang; dan

f. Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada OAP.

Dana Otonomi Khusus ditujukan terutama untuk meningkatkan
kesejahteraan OAP, dengan lebih memberikan perhatian khusus pada daerah
tertinggal, terpencil dan terisolir.

Alokasi untuk Pemerintah Provinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dan
Pemerintah Kabupaten/Kota 90% (sembilan puluh persen) yang dianggarkan
pada APBD masing-masing.

Alokasi dana 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
untuk membiayai:

a. Bidang Pendidikan;

b. Bidang Kesehatan;

C Bidang Ekonomi Kerakyatan;

d. Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan;
&

Penataan regulasi dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Khusus,
Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur; dan

f.  Operasional pelaksanaan tugas dan fungsi MRPB.

Alokasi dana 90% (sembilan puluh persen) bagian Pemerintah Kabupaten/
Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk membiayai:

a. Pelayanan bidang pendidikan dialokasikan sekurang-kurangnya 25%
(dua puluh lima persen) meliputi:

1. Pendidikan Anak Usia Dinij;

2 Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
3. Pendidikan Menengah;

4. Pendidikan Tinggi;

3 Pendidikan Non Formal; dan

6. Pendidikan Luar Biasa.

b. Pelayanan bidang kesehatan sekurang-kurangnya 15% (lima belas
persen) meliputi:

1. Pelayanan Kesehatan Dasar;
Pelayanan Kesehatan Rujukan;
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;

ol -l o

Perbaikan Gizi Masyarakat; dan



(7)

(8)

(10)

6. Jaminan Kesehatan rujukan yang tidak ditanggung Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

c. Pengembangan ekonomi kerakyatan antara 10% (sepuluh persen)
sampai dengan 30% (tiga puluh persen) meliputi:

1. Perkreditan Usaha Ekonomi Rakyat;
2. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat; dan
3. Pengembangan Komoditi Unggulan.

d. Pembangunan infrastruktur kampung sebesar 20% (dua puluh persen)
meliputi:

1. Pembangunan Prasarana dan Sarana Perumahan Rakyat;
2. Penerangan,; dan
3. Air Bersih dan Sanitasi.

e. Pembiayaan bantuan Afirmasi 10% (sepuluh persen) meliputi:

Pendidikan;

Pengembangan Adat dan Budaya;
Perlindungan Anak;
Perlindungan Perempuan; dan
Pembinaan Keagamaan.

ol b

f. Pendataan, Perencanaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah,
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program dan kegiatan yang
penganggarannya dialokasikan maksimal 5% (lima persen).

Besaran alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6)
sebagai panduan umum penyusunan Usulan Rencana Definitif Kabupaten/
Kota.

Usulan Rencana Definitif (URD) Kabupaten/Kota yang sangat mendesak
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah di luar

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diusulkan dengan
persetujuan Gubernur.

Penetapan besaran alokasi Dana Otonomi Khusus bagi Kabupaten/Kota
sebesar 90% (sembilan puluh persen) diatur secara berkeadilan bagi masing-
masing Kabupaten/Kota didasarkan pada beberapa variabel sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk Asli Papua sebesar 40% (empat puluh persen);

b. Luas Wilayah sebesar 10% (sepuluh persen);

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 20% (dua puluh persen);
d

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebesar 20% (dua puluh persen);
dan

e. Indeks Kepatuhan sebesar 10% (sepuluh persen).

Indikator pembentuk Indeks Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
huruf e dan komposisi alokasi masing-masing indikator adalah sebagai
berikut:

a. Ketepatan waktu penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana
Otonomi Khusus Kabupaten/Kota dengan bobot sebesar 40% (empat
puluh persen) dari total alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat
(9) huruf e dan dibagi rata kepada Kabupaten/Kota yang memenuhi
kriteria dimaksud,;
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(2)

(3)

Nilai rata-rata kinerja pencapaian target program/kegiatan yang termuat
dalam APBD Kabupaten /Kota paling rendah 80% (delapan puluh persen)
dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen) dari total alokasi dana
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e dan dibagi rata kepada
Kabupaten /Kota yang memenuhi kriteria dimaksud; dan

SiLPA Dana Otonomi Khusus Kabupaten /Kota tidak lebih dari 15% (lima
belas persen) dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dari total
alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e dan dibagi
rata kepada Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria dimaksud.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 4

Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Provinsi berpedoman pada prinsip dasar
pengelolaan keuangan negara sebagai berikut:

a.

b.

h.

Efisiensi, yakni penggunaan masukan terendah untuk mencapai
keluaran yang optimal/berhasil guna;

Efektif, yakni pencapaian hasil program/kegiatan dengan target yang
telah ditetapkan atau hasil yang berdaya guna yaitu dengan cara
membandingkan keluaran dengan hasil,

Ekonomis, yakni perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas
tertentu pada tingkat harga yang terendah,;

Transparan, perlunya masyarakat mengetahui dan mendapatkan
informasi tentang pengelolaan dana penerimaan khusus;

Akuntabel, yakni kewajiban seseorang atau Perangkat Daerah (PD)
untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian dana
penerimaan khusus yang dipercayakan kepadanya,

Kepatutan, yakni adanya tindakan atau sikap yang dilakukan dalam hal
pengelolaan dana penerimaan khusus yang dilakukan dengan wajar dan
proporsional;

Manfaat, yakni Dana Otonomi Khusus diarahkan untuk membiayai
program/kegiatan pembangunan yang memberikan dampak langsung
sebesar-besarnya kepada OAP; dan

Partisipatif, yakni pelibatan OAP secara langsung dalam merencanakan,
melaksanakan, mengawasi dan memelihara.

Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Otonomi Khusus, baik yang
dikelola Provinsi maupun Kabupaten/Kota dibahas dan disetujui melalui
mekanisme Musrenbang Otsus.

Rencana Kerja Penggunaan Dana Otonomi Khusus oleh Provinsi disusun
sebagai berikut:

a.

Pemerintah Provinsi menyusun rencana kerja penggunaan Dana
Otonomi Khusus bagian Provinsi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi yang dijabarkan dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan
menggunakan bahan dari Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, hasil
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Musrenbang Desa/Kampung, hasil Musrenbang Kabupaten/Kota dan
Provinsi yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);

b. Penyusunan rencana kerja penggunaan Dana Otonomi Khusus
sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan
penggunaan Dana Otonomi Khusus;

c. Program dan kegiatan perangkat daerah provinsi yang pembiayaannya
bersumber dari Dana Otonomi Khusus dimasukkan ke dalam rencana
kerja perangkat daerah yang bersangkutan dengan mencantumkan
sumber Dana Otonomi Khusus;

d. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, diasistensi
oleh Kepala Bappeda Provinsi sesuai dengan mekanisme perencanaan;
dan

e. Program dan kegiatan yang dibiayai Dana Otonomi Khusus tidak dapat
digunakan untuk belanja gaji pegawai, sarana dan prasarana pegawai
dan perjalanan dinas pegawai di luar kegiatan Otonomi Khusus.

Rencana Kerja Penggunaan Dana Otonomi Khusus oleh Kabupaten/Kota
disusun sebagai berikut:

a. Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun rencana kerja penggunaan
Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota untuk jangka waktu 1
(satu) tahun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota yang dijabarkan dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten/Kota dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, hasil Musrenbang
Desa/Kampung, hasil Musrenbang Kabupaten/Kota dan Provinsi yang
mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi;

b. Penyusunan rencana kerja penggunaan Dana Otonomi Khusus
sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan
penggunaan Dana Otonomi Khusus;

c. Penyusunan rencana kerja penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk
tahun anggaran berikutnya, diselesaikan paling lama pada akhir bulan
Mei tahun anggaran berjalan;

d. Program dan Kegiatan dalam rencana kerja penggunaan Dana Otonomi
Khusus oleh Perangkat Daerah harus mencantumkan secara terpisah
pendanaan program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi
Khusus dalam Usulan Rencana Definitif (URD) sebagai bagian dari
rencana kerja Perangkat Daerah,

e. Usulan Rencana Definitif sebagaimana dimaksud pada huruf d harus
mendapatkan persetujuan dari Bupati/Walikota,

f.  Usulan Rencana Definitif sebagaimana dimaksud pada huruf d
disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi dengan
melampirkan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah untuk
dievaluasi dan mendapatkan persetujuan;



(1)

(7)

g. Program dan kegiatan yang dibiayai Dana Otonomi Khusus tidak dapat
digunakan untuk belanja gaji pegawai, sarana dan prasarana pegawai
dan perjalanan dinas pegawai di luar kegiatan Otonomi Khusus;

h. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi Gubernur dapat mengundang
pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota terkait; dan

i. Hasil evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan
kepada Bupati/Walikota paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah
pelaksanaan Musrenbang Otsus.

BAB IV
PENYALURAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 5

Dana Otonomi Khusus disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum
Daerah Provinsi ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/
Kota.

Setiap tahapan penyaluran ditetapkan besaran alokasi Dana Otonomi
Khusus dengan prosentase tertentu dari jumlah alokasi Dana Otonomi
Khusus yang diterima masing-masing Kabupaten/Kota.

Penyaluran Dana Otonomi Khusus didasarkan atas permintaan Bupati/
Walikota.

Penyaluran Dana Otonomi Khusus dilakukan sesuai dengan penyaluran
Dana Otonomi Khusus dari Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah
Provinsi.

Mekanisme dan prosedur penyaluran dan penatausahaan Dana Otonomi
Khusus yang dialokasikan ke Kabupaten/Kota, tetap mengacu pada:

a. ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. dokumen rencana definitif Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota yang
telah disahkan oleh Gubernur.

Tahapan Penyaluran Dana Otonomi Khusus yang diperuntukkan bagi
Kabupaten/Kota disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke
masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dalam 3 (tiga)
tahap, sebagai berikut:

a. Tahap I (kesatu) paling cepat bulan Februari sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari alokasi;

b. Tahap II (kedua) paling cepat bulan Juni sebesar 45% (empat puluh lima
persen) dari alokasi; dan

c. Tahap III (ketiga) paling cepat bulan Agustus sebesar 25% (dua puluh
lima persen) dari alokasi.

Tahapan penyaluran diatur sebagai berikut:

a. Penyaluran tahap I (kesatu) dapat dilaksanakan apabila Kabupaten/
Kota yang bersangkutan telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun berkenaan dengan melampirkan rencana
penggunaan Dana Otonomi Khusus (Rencana Definitif/RD) yang telah
disahkan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi dan laporan
realisasi sampai dengan tahap Il penggunaan Dana Otonomi Khusus
Tahun Anggaran sebelumnya;
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b. Penyaluran tahap II (kedua) dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang
bersangkutan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana
Otonomi Khusus tahap I (kesatu) paling kurang 50% (lima puluh persen)
dari dana yang telah diterima; dan

c. Penyaluran tahap IlI (ketiga) dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang
bersangkutan telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana
Otonomi Khusus tahap II (kedua) paling kurang 70% (tujuh puluh
persen) dari dana yang telah diterima.

BAB IV
PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus
berpedoman pada:

a. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi; dan

b. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kotas;dan

c. Peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus
bertujuan untuk mewujudkan:

a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana
pembangunan otonomi khusus; dan

b. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja
yang telah ditetapkan.

Pasal 8

(1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan
pembangunan otonomi khusus lingkup provinsi, kabupaten/kota dan antar
Kabupaten /Kota.

(2) Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi lingkup Kabupaten/
Kota.

Pasal 9

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan otonomi khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan otonomi khusus;

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan
otonomi khusus; dan

c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan otonomi khusus.
11



(2)

(3)

Pasal 10

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan
melalui pemantauan dan supervisi.

Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan
program dan kegiatan Dana Otonomi Khusus dalam rangka pencapaian
tujuan, sasaran serta arah penggunaan dilakukan dengan mekanisme
sebagai berikut:

a.

Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pemantauan dan supervisi
pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Perangkat Daerah
yvang bersangkutan, dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu
bulan;

pemantauan dan supervisi dilaksanakan oleh BAPPEDA
Kabupaten/Kota dalam rangka mengendalikan perkembangan
pelaksanaan program dan kegiatan di Kabupaten/Kota, dan hasilnya
dilaporkan kepada Bupati/Walikota serta Gubernur melalui BAPPEDA
Provinsi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;

pemantauan dan supervisi dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi dalam
rangka mengendalikan perkembangan pelaksanaan program dan
kegiatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota minimal 2 (dua) kali dalam
satu tahun dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur;

Laporan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada
huruf b dan huruf c disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah monitoring lapangan
dilaksanakan;

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan penggunaan sumber Dana Otonomi Khusus,
Gubernur, Bupati/Walikota mengatur dan melakukan pengendalian dan
evaluasi melalui pemantauan dan supervisi penggunaan Dana Otonomi
Khusus di daerah yang dipimpinnya dengan membentuk tim monitoring
dan evaluasi Dana Otonomi Khusus; dan

pemantauan dan supervisi Dana Otonomi Khusus sebagaimana
dimaksud pada huruf g dikoordinir oleh BAPPEDA Provinsi dan
BAPPEDA Kabupaten/Kota yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur,
Bupati/Walikota.

Evaluasi pencapaian target pengelolaan Dana Otonomi Khusus, dilakukan
melalui mekanisme sebagai berikut:

a.

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dibiayai dengan Dana
Otonomi Khusus, baik yang dikelola Provinsi maupun Kabupaten/Kota
dilaksanakan berdasarkan indikator, sasaran dan target kinerja yang
terukur, sebagaimana tercantum dalam dokumen rencana
pembangunan, yakni Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat
Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota;

evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan sebagaimana dimaksud
pada huruf a wajib dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengelola Dana Otonomi Khusus;

hasil evaluasi Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada
huruf b, disusun dan disampaikan dalam bentuk Laporan Evaluasi
Kinerja Program dan Kegiatan Prioritas dan Anggaran Otonomi Khusus
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(1)

(2)

kepada BAPPEDA Provinsi pada minggu keempat bulan Januari tahun
berikutnya,;

hasil evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas dan Anggaran Otonomi
Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c¢ dianalisis dan diverifikasi
oleh BAPPEDA Provinsi pada minggu kedua bulan Februari tahun
berikutnya dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur,

hasil evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada huruf b, disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Program
dan Kegiatan Prioritas dan Anggaran Otonomi Khusus dan disampaikan
kepada Bupati/WaliKota melalui Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota
pada minggu pertama bulan Februari tahun berikutnya;

hasil evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas dan Anggaran Otonomi
Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf e dianalisis dan diverifikasi
oleh BAPPEDA Kabupaten/Kota pada minggu kedua bulan Februari
tahun berikutnya dan hasilnya disampaikan kepada Bupati/Walikota;
dan

hasil analisis/verifikasi Laporan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan
Prioritas dan Anggaran Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada
huruf d dan huruf f, dijadikan bahan perumusan rencana penggunaan
Dana Otonomi Khusus dalam Musrenbang Otsus serta dijadikan bahan
pertimbangan dalam pengalokasian Dana Otonomi Khusus bagi
Perangkat Daerah Provinsi maupun Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
periode berikutnya.

Pengawasan penggunaan anggaran atas pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan dilakukan oleh:

a.

kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/ penanggungjawab
program dan kegiatan melakukan pengawasan melekat/pengawasan
atasan langsung;

Inspektorat Daerah melakukan pengawasan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota melakukan pengawasan sesuai
fungsinya; dan

masyarakat melalui pengawasan masyarakat.

BAB VI
PELABELAN KEGIATAN SUMBER DANA OTONOMI KHUSUS

Pasal 11

Setiap kegiatan yang didanai dari Dana Otonomi Khusus wajib diberi label
sumber Dana Otonomi Khusus.

Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada dokumen
APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dokumen pengadaan dan dokumen
pelaksanaan kegiatan, serta papan keterangan proyek.
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(3)

BAB VII
TATA CARA PERGESERAN DAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 12

Pergeseran dan/atau perubahan program dan kegiatan dapat dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. perubahan prioritas Nasional; dan

b. terjadi keadaan kahar yang menyebabkan pelaksanaan program dan
kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan awal dan di luar kemampuan
manusia;

Proses pergeseran dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi Sekretaris Daerah atas hasil
verifikasi BAPPEDA dan tembusan disampaikan kepada Pimpinan DPRPB dan
DPRD Kabupaten/Kota.

Proses pergeseran dan/atau perubahan dilaksanakan dengan tahapan
sebagai berikut:

a. usulan pergeseran dan/atau perubahan disampaikan oleh Kepala
Perangkat Daerah Provinsi kepada Gubernur melalui Kepala BAPPEDA
Provinsi;

b. usulan pergeseran dan/atau perubahan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/
Walikota kepada Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi;

c. berdasarkan usulan pergeseran dan/atau perubahan dilakukan
pembahasan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak usulan
pergeseran diterima oleh Kepala BAPPEDA Provinsi;

d. Thasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ dalam bentuk
Rencana Kerja Anggaran SKPD yang telah mendapatkan rekomendasi
Kepala BAPPEDA disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah
Provinsi dan Bupati/Walikota paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung
sejak berakhirnya pembahasan; dan

e. Rencana Kerja Anggaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf d
disampaikan kepada Kepala SKPKD Provinsi dan Kepala SKPKD
Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana
Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota sesuai tahapan transfer kepada
Gubernur dalam bentuk berkas cetak (hardcopy) dan berkas digital (softcopy).

Gubernur menindaklanjuti laporan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan melakukan rekapitulasi laporan realisasi penggunaan
Dana Otonomi Khusus Provinsi dan menyampaikannya kepada Pemerintah.

Laporan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai tahapan penyaluran dari Rekening
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(1)

Kas Umum Daerah Provinsi ke masing-masing Rekening Kas Umum
Kabupaten/Kota.

Pasal 14

Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

a.

b.

Alokasi dan realisasi penyaluran Dana Otonomi Khusus dari Provinsi ke
Kabupaten/Kota tahun sebelumnya (tahun n-1);

Alokasi pembagian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus dari Provinsi
ke Kabupaten/Kota tahun berkenaan (tahun nj;

Rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus
diuraikan berdasarkan organisasi, program/kegiatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota tahun sebelumnya (tahun n-1);

Rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus
diuraikan berdasarkan organisasi, program/kegiatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota tahun berkenaan (tahun nj;

Rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus
untuk pendidikan diuraikan berdasarkan organisasi, program/kegiatan
Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun sebelumnya (tahun n-1j;

Rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus
untuk pendidikan diuraikan berdasarkan organisasi, program/kegiatan
Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun berkenaan (tahun n);

Rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus
untuk kesehatan diuraikan berdasarkan organisasi, program/kegiatan
Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun sebelumnya (tahun n-1});

Rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus
untuk kesehatan diuraikan berdasarkan organisasi, program/kegiatan
Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun berkenaan (tahun n);

Rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Tambahan
Infrastruktur diuraikan berdasarkan organisasi, program/kegiatan
Provinsi dan Kabupaten /Kota tahun sebelumnya (tahun n-1); dan

Rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Tambahan
Infrastruktur diuraikan berdasarkan organisasi, program/kegiatan
Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun berkenaan (tahun n).

Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

BAB IX

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS

Pasal 15

SiLPA Dana Otonomi Khusus bersumber dari:

a.

b.

pelampauan penerimaan pendapatan transfer yang berasal dari Dana
Otonomi Khusus; dan/atau

sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan yang
didanai dari Dana Otonomi Khusus.
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(2) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Otonomi Khusus tahun anggaran
sebelumnya, SiLPA tersebut harus digunakan untuk mendanai program/
kegiatan Otonomi Khusus dalam tahun anggaran berjalan.

(3) SiLPA Dana Otonomi Khusus dipisahkan pengelolaannya dengan SiLPA yang
berasal dari sumber yang lain.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka setiap program dan kegiatan
yang dikelola baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota
yang dibiayai dari Dana Otonomi Khusus, wajib mengacu pada Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 17
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 27 Februari 2020

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD
DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 27 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,
CAP/TTD
NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 3.
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KABUPATEN/KOTA

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

USULAN RENCANA DEFINITIF (URD)
DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN .......

oooooooooooooooooo

-----------------------

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN,
PENERIMAAN DAN PEMBAGIAN DANA
OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT

BIDANG : Form 1
OPD/PROGRAM ,/KEGIATAN/ HARGA JUMLAH LOKASI KETERANGAN
NO RINCIAN KEGIATAN VOLUME | SATUAN (Rp) (Rp) (Distrik, Kelurahan, LANJUTAN BARU
Kampung)
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH
TELAH DIBAHAS OLEH: i, T
PENGUSUL PENILAI
KABUPATEN /KOTA
PARAF PROVINSI PARAF
BAPEEDA
BAPPEDA
BAGIAN KEUANGAN sy
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RENCANA DEFINITIF (RD)
DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN .....

RABUPATERTEOTR: i csnssivisniniais siassssssisss
BIDANG : Form 2
NO PROGRAM/KEGIATAN / VOLUME HARGA JUMLAH LOKASI KETERANGAN
RINCIAN KEGIATAN SATUAN (Rp) (Distrik, Kelurahan, LANJUTAN BARU
(PER OPD) (Rp) Kampung)
1 2 3 4 5 6 7 8
JUMLAH
TELAH DIBAHAS OLEH: Manolewarl, wserssr s
PENGUSUL PENILAI A.n. GUBERNUR PAPUA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN/KOTA
PARAF PROVINSI PARAF
BAPPEDA BAREELN.
BAGIAN KEUANGAN BPKAD
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PERGESERAN RENCANA DEFINITIF (RD)

DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN .........
KABUPATEN /KOTA ....... T — -
BIDANG : Form 3
PROGRAM/ KETERANGAN PROGRAM/ .
KEGIATAN/ HARGA | ;oo mmwww” KEGIATAN/ HARGA A_%Hw. KETERANGAN
X RINCIAN VOLUME | SATUAN R} | Bolarahsn RINCIAN | | SATUAN | joo o | o o
KEGIATAN (Rp) Sarmeng) | TP | B g N WESHESAN iRp) Kampung | LANJUTAN | BARU
(PER OPD) (PER OPD)
i 2 3 3 5 & 7 3 5 10 11 12 13 14 15 1%
JUMLAH JUMLAH
TELAH DIBABASOLEH: e s eererereteaeetereraaaans
PENGUSUL S——
KABUPATEN/KOTA
FPARAF PROVINSI PARAF
BAPPEDA BAPPEDA
BAGIAN KEUANGAN BPKAD
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LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN RENCANA DEFINITIF (RD)
SUMBER DANA PENERIMAAN KHUSUS (OTSUS) 90% YANG DIKELOLA KABUPATEN/KOTA TAHUN .........
SESUAI KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR ....... TAHUN 2019 TANGGAL ......ccc0cuoe
KEADAAN S/D AKHIR BULAN: ..c.ccoovectacnarancsonssnssncens

Form 4
BIDANG, OPD HARGA REALISASI
PENGELOLA, PROGRAM LOKASI VOLUME SATUAN JUMLAH KEUANGAN SISA KET
DAN KEGIATAN (Rp) Rpl 71 FISIK
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BUPATI/WALIL KOTA
CAP/TTD

...............................................
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EVALUASI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN RENCANA DEFINITIF

KABUPATEN/ KOTA TAHUN ....... —
Urusan Pemerintah Daerah Form 5
OFPD
NO TARGET KINERJA REALIASI KINERJA TAHUNAN
PROGRAM KEGIATAN KELOMPOK LOKASI | INDIKATOR NARASI TAHUNAN NARASI (%)
SASARAN KINERJA INDIKATOR KUANTITATIF
1 2 3 4 5 6 i 8 g 10
| [ RE———————— | Masukan | i | e | eeeeeiiieiesene e | e
B HﬂmwcmHmHu. -----------------------------------------------------------
T I
Capaian Kinerja |
Kegiatan 1
1o e, Mastkan | e § s ] spossestesrmesines || sy
O T T T TS | | S i
S U DN B P
Capaian Kinerja |
Kegiatan 2
Capaian Kinerja
Program 1
............................ L]

BUPATI/WALI KOTA
CAP/TTD
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Keterangan Pengisian Format :
1. Kolom 2 diisi nama program yang hendak dihimpun datanya
2. Kolom 3 diisi nama kegiatan; Contoh Bintek Monev bagi Aparatur Perencana
3. Kolom 4 diisi dengan nama Kelompok sasaran berkenaan(sesuai RD)
Contoh : Kelompok sasaran : Aparatur Perencana
4. Kolom 5 diisi nama lokasi kegiatan secara berjenjang, yaitu:
- Kampung Apa.........
- Distrik Apa ...ovevvenen.
- Kabupaten/Kota.....
5. Kolom 7 diisi indikator kinerja dalam bentuk narasi (kualitatif);
- Narasi Indikator Masukan (input)
contoh Tersedianya Dana
- Keluaran (Output)
Contoh : Terlaksananya Bintek Monev bagi Aparatur Perencana
- Hasil (Outcomes)
Contoh : Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Monev bagi Aparatur Perencana
6. Kolom 8 diisi dengan target kinerja satu tahun untuk masing-masing indikator kinerja sebagaimana kolom 7 secara kuantitatif
Contoh :
- (Tersedianya Dana) Rp. 250.000.000,-
- (Terlaksananya Bintek Monev bagi Aparatur Perencana sebanyak 50 orang
- Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Monev 50 orang Aparatur perencana sebesar 80%
7. Kolom 9 diisi dengan realisasi/capaian kinerja untuk masing-masing indikator dalam bentuk narasi.
Contoh : - Masukan : tersedianya dana sebesar Rp. 200.000.000,-
- Keluaran : Terlaksananya Bintek bagi 35 Orang Aparatur Perencana
- Hasil : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Aparatur perencana OPD sebesar 75%

8. Kolom 10 diisi dengan presentase realisasi sebagai nilai capaian masing-masing target untuk masing-masing indikator (Masukan, Keluaran, Hasil).
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NO TARGET KINERJA REALIASI KINERJA TAHUNAN
PROGRAM KEGIATAN KELOMPOK LOKASI INDIKATOR | NARASI INDIKATOR TAHUNAN
SASARAN KINERJA NARASI (%)
KUANTITATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. | Peningkatan . Bintek Aparatur Provinsi Masukan | Tersedianya Dana Rp. 250.000.000 { Rp. 200.000.000, 80.00
Kapasitas Aparatur Monev bagi perencana Terlaksananya
Perencana aparatur OPD Bintek
Pembangunan perencana
Daerah OoPD
Keluaran | MONEV Perencana | 50 Orang Bintek sebanyak 35 70.00
bagi Aparatur OPD | Monev orang
Hasil Meningkatnya Sebesar 80% Sebesar 75 % 93,75
Pengetahuan
Aparatur tentang
MONEV
Capaian Kinerja 81.25
Kegiatan 1

10.

I 1.

3

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

Menghitung rata-rata persentase Nilai Capaian Kegiatan dengan cara:
(persentasi realisasi Masukan + Persentase realisasi Keluaran + Persentase realisasi Hasil) dibagi 3 x 100%
Contoh: 80+70+93.75 = 81,25

23

Menghitung persentase realisasi target per masing-masing indikator (Masuk, Keluaran, Hasil) dengan cara: Realisasi = Target x 100%

Menghitung Rata-rata Persentase Nilai Capaian Program dengan cara: Menjumlahkan Nilai Capaian masing-masing kegiatan dalam lingkup program
berkenaan dan membagi hasil penjumlahan tersebut dengan N (N= banyaknya kegiatan dalam lingkup program berkenaan).

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN




LAMPIRAN Il PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN,
PENERIMAAN DAN PEMBAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS

ALOKASI DAN REALISAS]I PENYALURAN DANA OTONOMI KHUSUS
DAR! PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN ....... 1)
PROVINSI S 2)
PENERIMAAN :Rp.......... 3)
*) hanya diisi oleh Provinsi Tabel A1
PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP I
NO. URAIAN ALOKASI FROSENIASE KETERANGAN
ANGGARAN REALISASI REALISASI
PENYALURAN (Rp.) | PENYALURAN
(Rp. )
(%)
(1) (2) (3) 4) (5)=(4)/(3)*100 (8)
e PROVINS| PAPUA/PAPUA BARAT B 5
2| KABUPATENKOTA ] _

1. Kabupaten _

2 Kota........oooeeiil "

3. Dst - L

3 1 Laindain ] | B S
JUMLAH

Keterangan:
1) Diisi dengan tahun anggaran sebelumnya (n-1) e Pz

2) Diisi dengan nama pravinsi

3) Diisi dengan total penerimaan dana atsus

Kotom (1) Diisi dengan nomor urut

Kolom (2) Diisi dengan nama provinsi dan/atau nama kabupaten/kota atau nama lain

Kolom (3) Diisi dengan alokasi anggaran
Kolom (4) Diisi dengan realisasi penyaluran

Kalom (5) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi penyaluran dengan alokasi anggaran
Kolom (6) Diisi dengan keterangan yang dianggap periu

"An. Gubernur Papua Barat

Sekretaris Daerah




ALOKASI PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA OTONOMI KHUSUS
ANTARA PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN .....1)

Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom (8
Kolom
Kolom (1
Kolom

2) Diisi dengan nama provinsi
3) Diisi dengan total penerimaan dana otsus

) Diisi dengan nomor urut
Diisi dengan nama provinsi danfatau nama kabupaten/kota atau nama lain
Diisi dengan alokasi anggaran
Di

v
v
) Diisi dengan alokasi anggaran (apabila tidak ada perubahan, diisi sama dengan kolom 3)

) Diisi dengan realisasi penyaluran

) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi penyaluran dengan alokasi anggaran

) Diisi dengan alokasi anggaran (apabila tidak ada perubahan, diisi sama dengan kolom 5)

) Diisi dengan realisasi penyaluran

0) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi penyaluran dengan alokasi anggaran
1) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu

(1
(2
@
{4
(5
@
{7
@
®
(1
(

dengan prosentase perbandingan antara alokasi anggaran dengan total penerimaan dana otsus

An. Gubernur Papua Barat
Sekretaris Daerah

PROVINSI |
PENERIMAAN :Rp............ 3)
*) hanya diisi oleh Provinsi Tabel A.2
PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP | PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP Il PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP Il
NO. URAIAN PROSENTASE KETERANGAN
PROSENTASE REALISASI REALISAS| PROSENTASE
>_.O_A>m.m_m>zﬂw GRRAN ALOKAS!I ANGGARAN hrOxbmﬁ_% z.®m>_u.>z PENYALURAN —u_mmmhﬂ.w.__:ﬂbxﬂz >r0_AbmA_% z_nwmbw.ﬁz PENYALURAN REALISAS]
p- (%) P {Rp.) 0 P {Rp) PENYALURAN (%)
(1) (2) 3) 4) (5) (6) 4] (8) (9) (19) (11)
1. PROVINSI PAPUA BARAT o - -
2. | KABUPATEN/KOTA ) B ) ]
1. KABUPATEN .......... -
2. KOTA... )
3. Dst. -
3 Lain-lain S i o ) \ ..,
JUMLAH
Keterangan:
1) Diisi dengan tahun anggaran betkenaan (Tn) 20




REKAPITULAS| ALOKAS! DAN REALISAS| PENGGUNAAN DANA OTONOM KHUSUS
DIURAIKAN BERDASARKAN ORGANISAS], PROGRAM/KEGIATAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN ......, 1)

S A Tabel A3
PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP |
No, URAIAN ALOKAS! ANGGARAN REALISAS| ANGGARAN PROSENTASE REALISASI | CAPAIAN OUTPUT KETERANGAN
(Rp.) (Rp) ANGGARAN (%) %)
[ @ ) [ (5) = ()/(3)*100 [ [

Program.

"1.1.1 Kediatan.

1.1.2 Kegiatan.

1.1.3Dst

1.2, Program.....

13 Dsl...

2. Dinas Kesehatan

2.1, Proaram...

21,1 Kegl

_2.1.2 Kegjaten.

2. Dinas Kesshatan

2.1, Frogram.

2.1.1 Kegiatan

2 1.2 Kegiatan.

21.3Dst.

" 2.2, Program..

3. Dinas Dst

I Kota.......... "

" 4.Dinas P

A Program...

111 Kegiatan

2.1. Pragram.

2.1.1 Kegiatan.

212 Kegiatan_._._...

JUMLAH

Keterangan:

1) Dlist dengan tahun anggaran sebelummya (n-1)

2) Diis! dengan hama provinsi

3) Dilst dengan total penerimaan dana otoncmi khusus
Kolom (1) Dilsi dengan nomor urut

Kolom {2} Diisi dengan nama provinsi/kabupatervkota/nama fain, organisasi, program dan kegiatan

Kolom {3} Diisi dengan alokasi anggaran
Kolom (4} Diisi dengan realisasi anggaran

Kolom {5) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran

Kolom ()
Kolom (7) Diisi dengan keterangan yang dianggap periu

dengan capaian oulput provinsikabupatenkota atau nama lain, organisasi, program dan kegiaian

Sekretaris Dasrah




REKAPITULAS] ALOKASI DAN REALISASI PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS
DIURAIKAN BERDASARKAN, ORGANISASI, PROGRAM/KEGIATAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN .......... 1)
PROVINS| : PAPUA BARAT 2}
PENERIMAAN : R, +rvrceccree 3 Tabel A4
PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP | PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP I PERMINT AAN PENYALURAN TAHAP
NO. URAIAN ALOKASI REALISASI FROSENTASE CAPAIAN ALOKASI REALISAS| | PROSENTASE | CAPAIAN KETERANGAN
>rox>mn_%.zuom>m>z vmowm_.nqﬁm ANGGARAN ANGGARAN HM%MMP OUTPUT ANGGARAN | ANGGARAN | REALISASI | OUTPUT
: E {Rp.) (Rp.) (%) { %) (Rp.) {Rp.) ANGGARAN (%) { %)

) @ @) @ 5 ) (7)=(8)/(5)"100 @ @ (10) (11)= (10y(9)100 (12) 13)

A |PROVINSI N T o

1.1. Program...............
1.1.1 Kegiatan.

2.1.2 Kegiatan — . S .
21308t . S— -
2.2, Program... -

2.3. Dstiseiiinai

3. Dinas Dst .. cvvnnnnees _—

B [KAB/KOTA

I. Kabupaten.........
1. Dinas Pendidikan

1.1. Pregram........ i
1.1.1 Kegiatan
1.1.2 Kegiatan
1.1.3 Dst..




(2)

@ {4) 5) ) (7)=(8)(5) 100 ®) (s) (10) (11)= (10)/{9)*100 (12) 13}
2. Dinas Kesehatan R =
2.1 Program, ;1 ‘ i )
2.1.1 e :

2.2

213

HoKota...coooeiiianianans

1. Dinas Pendidikan

1.1. Program...........ocoveee

1.4.1 Kegiatan.................

1.1.2 Kegiatan...............

113 DEhionmimsmarnss

1.2. Program......

1.3. Dst.

2.Dinas .oeeiciennan

2.1. Program

211 Kegiatan.................

2.1.2 Kegiatan................

243 Dsbsnnisyssiva

2.2, Program.. .. oseummessismne .

2.3. Dst...

3. SKPKD

3.1. Bantuan Keuangan untuk Pendidikan

3.2. Hibah untuk Pendidikkan

3.3. Bantuan Sosial untuk Pendidikan

34.Dst......

T E——

JUMLAH

Keterangan:

1) Diisi dengan tahun anggaran berkenaan (Tn)
2) Diisi dengan nama provinsi

3) Diisi dengan total penerimaan dana otsus
Kolom (1) Diisi dengan nomor urut

Kolom (2) Diisi dengan nama provinsifkabupaten/kota atau nama lain, organisasi, program dan kegiatan

i dengan alokasi anggaran
i dengan perbandingan :

- untuk baris provinsi/kabikota dibandingkan dengan total penerimaan dana otonomi khusus
- untuk baris organisasi/program/kegiatan dibandingkan dengan penerimaan dana otsus provinsi/kablkota tsb

engan alokasi anggaran (apabila tidak ada perubahan diisi sama dengan kolom 3)
engan realisasi anggaran

engan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran
i dengan capaian output provinsilkabupaten/kota, organisasi
Kolem (9) Diisi dengan alokasi anggaran (apabila tidak ada perubahan diisi sama dengan kelom 5)
Kolom (10) Diisi dengan realisasi anggaran

Kolom {11) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran
Kolom (12) Diisi dengan capaian output provinsitkabupaten/kota, organisasi, program dan kegiatan
Kolom {13) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu

program dan kegiatan

i 20..
An. Gubemur/BupatiWalikota
Sekretaris Daerah




REKAPITULAS| ALOKAS| DAN REALISAS| PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS UNTUK PENDIDIKAN
DIURAIKAN BERDASARKAN ORGANISAS|, PROGRAM/KEGIATAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN ......... 1)

PROVINSI . 2)
PENERIMAAN :Rp. ... 3} Tabel A.5
PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP {
NO. URAIAN ALOKASI REALISASI PROSENTASE CAPAIAN KETERANGAN
’ ANGGARAN ANGGARAN REALISASI QUTPUT
(Rp.) (Rp.) ANGGARAN (%) (%)
(1) {2} (3 4 (5) = [4p(3ro0 (6} {7}

A PROVINSI

1. Dinas Pendidikan

1.1, Prograny ... iaiiiieaii

1.1.1 Keaiatan....

112 Kegiatan
1313 Dst

1.2, If'rng@m-.

1.3.Dst.....

2.Dinas ........

2.1.1 Kegiatan..

2.1.2 Kegiatan..

2.1.3Dst...

2.2. Program.

23.Dst....o..

(2

. SKPKD

3.1, Banluan Keuangan untuk Pendidikan o

32. h untuk Pendidikan

el uan Sosial untuk Pendidikan
34.Dst.....

B KAB/KOTA

I. Kabupaten .........

1. Dinas Pendidikan

1.1. Program.

1.1.1 Kegiatan..

_1.1.2 Kegiatan. .

1.1,

2.1.1 Kegiatan.

2.1.2 Kegiatan.

2.1.3 Dst...

3. SKPKD

-

. Dinas Pendidikan

1.1 Pregram: ...

1.1.1 Kegiatan

1.1.2 Kegiatan..

1.1.3 Dst......

2.1.1 Kegiatan.

2.1.2 Kegialan.

b

SKPKD

3.1. Bantuan Keuangan untuk Pendidikan

3.2. Hibah untuk Pendidikan

3.3, Bantuan Sosial untuk Pendidikan

34.Dst...

c Dst.

JUMLAH

Keterangan
1) Diisi dengan tahun anggaran sebelumnya (n-1)
2) Diisi dengan nama provinsi
3) Diisi dengan total penerimaan dana otsus
Kaolom (1) Diisi dengan nomor urut
Kolom (2) Diisi dengan nama provinsi, kabupaten/kota, organisasi, program dan kegiatan
yang mengalokasikan anggaran untuk pendidikan
Kolom (3) Diisi dengan alokasi anggaran
Kolom (4) Diisi dengan realisasi anggaran
Kolom (5) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran
Kolom (6) Diisi dengan capaian oulput provinsi/kabupaten/kota atau nama lain, organisasi, program dan kegiatan
Kalom (7} Diisi dengan keterangan yang dianggap periu

An. gubernur/BupatiWalikota

—

p—. |

Sekretaris Daerah




REKAPITULAS| ALOKASI DAN REALISAS] PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS UNTUK PENDIDIKAN
DIURAIKAN BERDASARKAN, ORGANISAS|, PROGRAM/KEGIATAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN .......... 1)
PROVINS|  :PAPUA BARAT 2)
PENERIMAAN 1 Rp. oovvvrovrrr D) Tabel A6
PERMINTAAN PEMYALURAN TAHAP | PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP i PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP 1if
NO. URAIAN PROSENTASE ALOKASI | REALISAst | PROSENTASE | capaian REALISAS| | PROSENTASE | cAPAIAN |  KETERANGAN
_p_bxﬁﬂ_%zmgwbz ALOKASI ANGGARAN | ANGGARAN | ANGGARAN | SRALISAS. | outpuT >_.o§muhzwn»m>z ANGGARAN | REALISASI | OUTPUT
P %) (Rp.) (Rp.) bt (%) p- (Rp.) ANGGARAN (%) | (%)
) ) @ ) 5) 6 (7] = (6)(5)"100 ) ©) o) {11) = ({8100 (12) (13)
A | ProVINSI e = =

1. Dinas Pendidikan

1.1. Program......

3. SKPKD

3.1. Bantuan _mm:,msnm.._ untuk Pendidikan
3.2. Hibah untuk Pendidikan

3.3. Bantuan Sosial untuk Pendidikan

KABIKOTA

I. Kab......

1. Dinas Pendidikan

1.1. Program......ooooceeinne

1.1.1 Kegiat:

1.1.2 Kegiatan

1.1.3 Dst......

1.2, Program. ........c..c........

2. Dinas

2.1. Program......

711 Keaiala

2.1.2 Kegialan.

2.1.3Dst...

2.2, Prograim.esssveeies

2.3. D8t e

3. SKPKD

ibah untuk Pendlidikan

3. Bantuan Sosial untuk Pendidikan

3.1. Bantuan Keuanaan untuk Pendidikan_ R

B Kota.. i apiims

1. Dinas Pendidikan

1.1, Program. ......ccoeveis 5

1.1.3 Dst..




(1} (2) {3) (%)

(6)

{7) = {6)45)"100

8)

{9)

(11) = (3}(8]*100 {12)

(13)

1.2. Program....

2. Dinas

24, Program..

214 xwmiﬁ::w.f.::::.:

2.1.2 Kegiatan..............

213Dst...

2.2. Program......ccooeveee

2.3. Dst.

3. SKPKD

3.1. Bantuan Keuangan untuk Pendidikan

3.2, Hibah untuk Pendidikan

3.3, Bantuan Sosial untuk Pendidikan
34 Del 3

JUMLAH

Keterangan:
1) Diisi dengan 1ahun anggaran berkenaan (Tn)
2) Diisi dengan nama provinsi
3) Diisi dengan lotal penerimaan dana otsus
Kolom (1) Diisi dengan nomor urut
Kolom (2) Diisi dengan nama provinsi, kabupaten/kola , organisasi, program dan kegiatan yang mengalokasikan anggaran untuk pendidikan
Kolom (3) Diisi dengan alokas! anggaran
Kolom {4) Diisi dengan perbandingan :
- untuk baris provinsikkab/kota dibandingkan dengan total penerimaan dana otonomi khusus
- uniuk baris dinas, program/kegiatan dibandingkan dengan penerimaan dana otsus provinsi/kabrkota tsb
engan alokasi anggaran (apabila tidak ada perubahan diisi sama dengan kolom 3)
Kolom (&) Diisi dengan realisasi anggaran
Kolom (7) Dilsi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran
Kolom (8) Diisi dengan capaian output provinsi/kabupaten/kota, organisasi, program dan kegiatan
Kolom (9) Diisi dengan alokasi anggaran (apabila tidak ada perubahan diisi sama dengan kolom 5)
Kaolom (10) Diisi dengan realisasi anggaran
Kolom (11) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran
Kaolom (12) Diisi dengan capaian output provinsi/kabupaten/kota, organisasi, program dan kegiatan
Kalom (13) Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu

>= Qu

iy o ary 20.
um:._::_m...wmgﬁ“_waﬁ
Sekretaris Daerah




PROVINSI
PENERIMAAN :Rp............. 3)

: PAPUA BARAT 2)

REKAPITULASI ALOKAS! DAN REALISASI PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS UNTUK KESEHATAN
DIURAIKAN BERDASARKAN ORGANISAS], PROGRAMIKEGIATAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN ........ 1)

Tabel A.7

NO.

URAIAN

PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP |

ALOKASH
ANGGARAN
(Rp.)

REALISASI
ANGGARAN

(Rp.)

PROSENTASE
REALISASI
ANGGARAN (%)

CAPAIAN
OUTPUT

(%}

KETERANGAN

(1}

2)

(3)

(4}

(5) = (4)/(3)100

(8}

n

PROVINSI

1. Dinas Kesehatan

1.1. Program...........

1.1.1 K

iatan.

1.1.2 Kei

2.1.2 Kegiatan................

2 1.3 Pl epmenin

2.2. Program..

2: 3Dty

KPKD

. Bantuan Keuanaan untuk Kesehatan

KAB/KOTA

[T

1. Dinas Pendidikan

1.1. Program

1.1.1 Kegiatan...

2. Dinas ............

2.1. Program..

2.1.1 Kegiatan..

2.1.2 Kegiatan..

2.1.3 Dst....

2.2. Program..

3. SKPKD

| 3.1. Bantuan Keuangan untuk Pendidikan
3.2. Hibah untuk Pendidikan

3.3. Bantuan Sosial untuk Pendidiken

| 1. Dinas Pendidikan

A, Program.......c.ccoceocee

1.1.1 Kegiatan...

1.1.2 Kegiatan...

1ol Db sus e

1.2. Program........oceeveeennn

2. Dinas ..ococeececeeeens

21 Program...coscemicussess

2.1.1 Kegiatan..........

2.1.2 Kegiatan..

2.13Dst......

2.2. Program....

2.3. Dst...

3. SKPKD

3.1. Bantuan keuangan untuk Pendidikan

3.2. Hibah untuk Pendidikan

3.3. Bantuan Sosial untuk Pendidikan

c

Dst ...

Keterangan

2) Diisi dengan nama provinsi

Kalom (1) Diisi dengan nomor urut

1) Diisi dengan tahun anggaran sebelumnya {n-1)

3) Diisi dengan total penerimaan dana otsus

yang mengalokasikan anggaran untuk pendidikan

Kolom (3) Diisi dengan alokasi anggaran
Kolom (4) Diisi dengan realisasi anggaran

Kolom (5) Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran

Kolom (&) Diisi dengan capaian cutput provinsi/kabupaten/kota atau nama lain, organisasi, program dan kegiatan

Kolom (7) Diisi dengan keterangan yang dianggap petlu

Kolom (2) Diisi dengan nama provinsi, kabupaten/kota, organisasi, program dan kegiatan

.....  servresereresssrsensssasry 20

An. Gubernur/BupatiWalikota

Sekretaris Daerah



PROVINE] TPAPUABARAT 20
PENERMEAN R, )

REKAPFITULAST ALOKAS] DAN REALISAS]

INTUR

TAHUN ANGGARAN ...

AN P ANS] DAN KABUI
1

Tabel A2

L] URAIAN

PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP |

PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP I

PERMINTAAN PENYALURAMN TAHAP 1|

ALOKAS] ANGGARAN

Rp)

PROSENTASE

)

ALOKASI | REALISASI
ANGGARAN | ANGEARAN

®p)

Re)

PROSENTASE
reavisas) | SRR
o)

ALDKASE
ANGGARAN (Rp

REALISASI
ANGEARAN
Rp}

PROSENTASE
REALISAS
ANGGARAN (3)

]

CAPAIAN HETERANGAN

@

[

&

7] = =y 100 L]

]

(0]

01 - 1y

421

13

A FROVINST

1. Dinzs Keashatan

23 Erogam

25 el

3.BHPKD.

31 Barrii K Rk FESohaan

32 Vabeh Uik e salven

33 Berten Sxsiaf urddk Hasehalan

34 Dat

B HASIKOTA

i

T2 Frogam

13 Da

3.3 Esmm Soiel W

JUMLAH

i gan o v clonom s
fSH, ctsis i

anageran (arabila idsh a8 cerbatien issi sama datgan Kolorm 33

dengon sk srggaien
. Fregracs dan kigraten




TAHUN ANGGARAN ......1}

REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI PENGGUNAAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
DIURAIKAN BERDASARKAN ORGANISAS!, PROGRAM/KEGIATAN

PROVINSI Y s s T
PENERIMAAN (RP: wonmeasnmnei3) Tabel A9
PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP |
NO. URAIAN ALOKASI REALISASI PROSENTASE CAPAIAN KETERANGAN
ANGGARAN ANGGARAN REALISASI OUTPUT
{Rp.} (Rp.) ANGGARAN (%) {%)
(1} (2 (3) (4) (5] = (4)/(3)100 (6) {7)

“A_| PROVINSI

1. Dinas Pekerjaan Umum

1.0 Programs:uessss

1.1.1 Kegiatan... ... ..........

1.1.2 Kegiatan....

1.13Dst........

1.2 Program

2.1. Program

211 Kegiatan..................

21.2Kegiatan... .............

2AB P8t v

2.2. Program

23.Dst.. i

B KAB/KOTA

L Kab e

1. Dinas Pekerjaan Umum

1.0« Program s s

1.1.1 Kegiatan.................

11.2 Kegiatan... ... ...

1:1:8 Dty

1.2. Program.............c......

1308t ... ... .

2. DiNas ..ccurinensmraens

_2.1. Program..

2.1.1 Kegiatan

2.1.2 Kegiatan. ..

213Dst.. ... ..

2.2 Progmam o snsiian

|

_| 1. Dinas Pekerjaan Umum

14 Program...conva

1.1.1 Kegiatan....

1.1.2 Kegiatan... .

B T

1.2. Program....................

1.3 Bstiuvecos s ovsmvayas

| 2.Dinas oo,

2.1. Program........
2.1.1 Kegiatan

2.1.2 Kegiatan

P e B S

2.2. Program..

23 Dst..

JUMLAH

Keterangan
1) Diisi dengan tahun anggaran sebelumnya (n-1)
2) Diisi dengan nama provinsi

Kolom (1) Diisi dengan nemor urut

Kolom (3) Diisi dengan alokasi anggaran
Kolom (4) Diisi dengan realisasi anggaran

3) Diisi dengan total penerimaan dana tambahan infrastruktur

Kolom (2} Diisi dengan nama provinsi, kabupaten/kota, organisasi, program dan kegiatan
yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur

Kolom (5} Diisi dengan prosentase perbandingan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran
Kolom (6} Diisi dengan capaian output provinsi/kabupaten/kota, organisasi, program dan kegiatan
Kolom (7) Diisi dengan keterangan yang dianggap periu

3 20..
ubernur/BupatifWalikota
Sekretaris Daerah




REKAPITULAS! ALOKASI DAN REALISAS! I TUR
DIURAIKAN BERDASARKAN, ORGANISAS), PROGRAMKEGIAT)
TAHUN ANGGARAN. .., 1)
PROVINSI
Tabel A0
PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP | PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP I PERMINTAAN PENYALURAN TAHAP il
ro. URALAN i K ALIO&IOK.II :lss ALOKASI | REALISASI le“EB' ‘“:E CAPAIAN | ALOKAS! | REALISASI CAPAIAN
A GUTPUT | ANGGARAN | ANGGARAN | REALISASI | OUTRUT
Rp.) [Rps) (3] Rp} {Rp.) ANGGARAN (]
(%) %) 2]
il & @l o] & 5] GREErS | 6l ) R T T =
| & FROVINST
T e e ) I R e e r S s
11 Progan. — S T— ——— e
5 1= - R

1. Dinax Pekerjaan Umum

14, Program. .

1.1.1 Kegiatan.

1.1.2 Keglatan

1.1.3DsL.

1.2, Program..
1.3. Dst..

Hetarangan:

) Diist dengan fahun anagaten berkenaan (Tn)

2) Dils| dengan nema provinsi

3) Dlisi dengan tolal penorimaan dana tambanan inftastruidu
Kelor (1) Difs! dengan nemor urt

Kolom (3) Dis| dengan alokas! anggaran
olom {4} lisl dengan parbandingan :

Kolam £2) Dils| dongan nama orovinsi. kabuoalenviota . oroanisasi. oroorem dan keaiatan

Kafom (10) Difs] dengan realisosi anggoran
Keotom (11) Diis! dengan prossn

- uniuit dengan totat
Kolom (5) Difs! 3 ada disi sama dengan kolom 3)
Kotom (5) Difsl dengan ramisas| anggaran

Keiom (7} Ditsi ntara reatss o—

Kelor (8) Difs! organisasi, prog

Kotom (9) itsl dengan alokast anggaran (apabiia idak ada perubahan dis sama dengan koiom 5)

reais;

asi
crganisasi, prog

Keiom (12) Diis| dengon capal
Kelom (13) Dils| dengan kelerangan yang cianggap pery

tsh

............ . 20..

An, GubernusfBi kota
‘Sekretaris Daerah

pies Rty
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